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ABSTRACT 

ABSTRAK 

 

PENDAHULUAN 

Tujuan dari PKn di Indonesia baik 

dalam persfketif civic education maupun 

citizenship education adalah untuk membentuk 

warga negara yang baik dan cerdas (to be smart 

and good citizenship)” (Cogan, 1999; Aziz 

Wahab dan Sapriya, 2011). Kemudian 

Soemantri (2001) menyatakan bahwa tujuan 

umum PKn ialah mendidik warga negara agar 

menjadi warga negara yang baik, yang dapat 

dilukiskan dengan warga negara yang patriotik, 

toleran, setia terhadap bangsa dan negara, 

beragama, demokratis, dan Pancasila sejati. 

Sedangkan menurut Sapriya (2001), tujuan PKn 

adalah partisipasi yang penuh nalar dan 

tanggung jawab dalam kehidupan politik dari 

warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan 

prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional 

PELATIHAN PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM 

BASED LEARNING DAN PROJECT BASED LEARNING PADA MGMP 

PKN SMP KABUPATEN BULELENG DALAM RANGKA 

MEWUJUDKAN HAKIKAT, VISI, MISI DAN TUJUAN PKN DI 

INDONESIA  

 

The purpose of this activity is to provide training on the application of Problem Based Learning and 

Project Based Learning models to Junior High School Civic Education Teachers in Buleleng Regency in order to 

realize the Vision, Mission and Objectives of Civic Education in Indonesia. This community service learning uses 

an empowerment approach with the principle of full participation of the target audience. Based on the results of 

the evaluation of the implementation of this activity, it appears that most participants understand the importance 

of implementing the PBL and PjBL models. Civic Education teachers understand that implementing the PBL and 

PjBL models is a representation of the implementation of the nature of Civic Education and becomes a real 

guideline in realizing the vision and mission and the objectives of Civic Education as a means of democratic 

education, and as character education for the Indonesian nation. 

Kata kunci: PBL and PjBL; the essence; Civics; Nation Character 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pelatihan tentang penerapan model Problem Based 

Learning (PBL) dan Project Based Learning (PjBL) pada Guru-Guru PKn SMP di Kabupaten Buleleng dalam 

rangka mewujudkan Hakikat, Visi, Misi dan Tujuan PKn di Indonesia. Program pengabdian ini menggunakan 

pendekatan pemberdayaan dengan prinsip partisipasi penuh dari khalayak sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi 

terhadap pelaksanaan kegiatan ini tampak bahwa sebagian besar peserta memahami pentingnya 

mengimplentasikan model PBL dan PjBL. Para guru PKn memahami bahwa mengimplentasikan model PBL dan 

PjBL merupakan representasi dari implementasi hakekat PKn dan menjadi pedoman nyata dalam mewujudkan 

visi dan misi PKn dan tujuan PKn sebagai sebagai wahana pendidikan demokrasi, dan sebagai pendidikan karakter 

banggsa Indonesia. 

Kata kunci: PBL dan PjBL; Hakikat  PKn; Pendidikan Demokrasi; Karakter Bangsa 
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Indonesia. Menurut Maftuh dan Sapriya (2005), 

bahwa tujuan negara mengembangkan PKn, agar 

setiap warga negara menjadi warga negara yang 

baik (to be good citizens), yakni warga negara 

yang memiliki kecerdasan (civics inteliegence) 

baik intelektual, emosional, sosial, maupun 

spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung 

jawab (civics responsibility); dan mampu 

berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. 

Seperti yang telah dijelaskan oleh 

Winataputra (2001) dalam desertasinya dan 

Sukadi (2010) pada hasil penelitiannya, bahwa 

hakikat PKn dalam paradigma barunya yakni: 

Pertama, PKn adalah program pendidikan yang 

diberikan pada setiap jenjang pendidikan mulai 

dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan 

tinggi dalam konteks pendidikan formal maupun 

non-formal di Indonesia (sosio-pedagogik). 

Kedua, PKn adalah bidang kajian ilmiah (sosio-

akdemik) bersifat multidimensi yang 

mengintegrasikan fungsi pendidikan politik dan 

pemerintahan; pendidikan hukum dan norma-

noram; pendidikan nilai, moral, dan budi pekerti; 

pendidikan ideologi; dan pendidikan sosial pada 

umumnya. Ketiga, PKn adalah program aksi 

sosio-kultural kemasyarakatan yakni sebagai 

pendidikan partisipasi aktif warga negara dalam 

konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara.  

Masalahnya, apakah praktik PKn di 

sekolah-sekolah SMP di Kabupaten Buleleng 

belum mencerminkan paradigama baru dari PKn 

kita di Indonesia, tentu saja jika ditelisik dari 

aspek emiris belumlah maksimal.  Pada dimensi 

ini masih banyak yang perlu dibenahi dari sisi 

pengajaran dan pembelajaran PKn di sekolah, 

apakah itu dari pengengembangan tujuan 

pembelajarannya, isi dan materi 

pembelajarannya, proses pembelajaran dan 

evaluasinya, terutama tari faktor penguasaan dan 

pemahaman guru PKn kita tentang variasi 

penggunaan model pembelajaran inovatif dalam 

rangka mewujudkan tujuan PKn itu sendiri. 

Belum maskimalnya pembelajaran PKn ini  juga 

ditunjukan dari hasil penelitian David Kerr 

(1999) kemudian CIVITAS (2000) yang 

menunjukan bahwa civic education" di Asia 

Tenggara, termasuk pendidikan 

kewarganegaraan di Indonesia, berada pada 

kategori "minimal" dengan ciri " thin, exclusive, 

elitist, content-led, knowledge-based, didactic 

transmission, easier to achieve, civic education".  

Dalam kategori ini walaupun masih 

terkesan "exclusive and formal" pembelanjaran 

PKn di Kabupaten Buleleng sudah mulai 

beranjak ke "process-led, value based, 

participative, and interactive". Namun harus 

diakui bahwa pembelajaran PKn di Buleleng 

yang kini bersifat "minimal" itu seyogyanya 

dikembangkan menjadi PKn yang "moderate", 

sehingga ia berubah dari paradigma "education 

about democracy" menjadi "education in 

democracy". Dalam konteks itu maka kelas PKn 

seyogyanya dikembangkan sebagai "laboratory 

for democracy" dan masyarakat sebagai "open 

global classroom". Dalam konteks itu berbagai 

kegiatan "co-curricular" dan kegiatan 

"extracurricular" seperti debat publik, praktik 

belajar, kajian sosial, aksi sosial, dan simulasi 

dengan pendapat seyogyanya digalakkan. Secara 

psiko-pedagogis dan sosio-kultural semua 

kegiatan dan pengalaman belajar yang tercipta 

sangat potensial mengembangkan karakter 

warganegara yang cerdas, partisipatif, dan 

bertanggungjawab melalui pengembangan 

aneka ragam "instructional effects" dan 

"nururant effects" (Winataputra: 1998; 2001).  

Perubahan paradigma tersebut tidak 

akan terjadi dengan sendirinya, karena itu 

diperlukan fasilitas sistematik dan sistemik 

untuk terwujudnya perubahan paradigmatik PKn 

dari kategori " minimal" ke"moderate", banyak 

hal yang diperlukan untuk itu. Kurikulum PKn 

yang selama ini terkesan terlalu berbasis 

substansi atau content-based, harus 

dikembangnkan menjadi kurikulum yang 

berbasis karakter. Orientasi baru diperlukan 

untuk menghasilkan "civic intelligence, civic 

participation, and civic responsibility" dalam 

konteks kehidupan demokrasi konstitusional 

Indonesia. Berbagai pendekatan strategi, 

metode, teknik/taktik, serta dan model belajar 

dan pembelajaran memerlukan keterpaduan 

kegiatan intra, ko, dan ekstra kurikuler dalam 
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konstelasi utuh kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara Indonesia.  

Berdasarkan data observasi awal 

tentang mengapa paradigam, hakikat, visi, misi, 

dan tujuan PKn di Indonesia belum optimal 

terwujud di SMP di Kabupaten Buleleng, ini 

dikarenakan karena praktek guru-guru PKn di 

Kabupaten Buleleng belum menguasi variasi 

model pembelajaran inovatif, terutama pada 

penguasaan Model Pembelajaran Problem Based 

Learning dan Project Based Learning. Dari 68 

orang guru yang merupaka anggota MGMP PKn 

SMP di Buleleng baru sekitar 30% yang memahi 

dan mengimplemetasikan variasi model 

pembelajaran inovatif, terutama pada 

penguasaan Model Pembelajaran Problem Based 

Learning dan Project Based Learning. Hal lain 

juga sebagai penyebab belum maksimalnya 

implemetasi paradigma baru PKn ini karena 

karakteristik pembelajaran seperti di atas juga 

disebabkan oleh pemahaman guru PKn 

didasarkan atas asumsi tersembunyi bahwa PKn 

adalah suatu pengetahuan yang bisa dipindahkan 

secara utuh dari pikiran guru ke pikiran siswa 

(one way method) sehingga model pembelajaran 

konvensional masih tetap diterapkan”.  

Secara kasuistis beberapa mahasiswa 

PPG (anggota MGMP PKn SMP Kab. Buleleng) 

yang diselengarakan oleh Undikhsa belum 

memahami apa itu model pembelajaran inovatif, 

terutama pada penguasaan Model Pembelajaran 

Problem Based Learning dan Project Based 

Learning. Kebanyakan mereka belum mampu 

memahami perbedaan atara model pembelajaran 

problem solving, discovery, inquiry, problem 

based learning, dan project based learning. 

Semua itu tergamabar dari tingkat pemahaman 

guru, prangkat pembelajaran yang digunakan 

belum mencerminkan karakeristik problem 

based leaning dan project based learning, dan 

ketika menerapkan di kelas, apakah dalam 

suasana peerteaching, micro teaching, atau saat 

PPL yang bersangkutan belum memenuhi tahap-

tahap (sintak pembelajaran) problem based 

learning, dan project based learning.  

Hasil wawancara awal dengan Ketua 

MGMP PPKn Kab.Buleleng bapak I Gde 

Darmanda, S.Pd PKn dan salah satu pengurus 

MGMP PPKn Kab. Buleleng Ibu Ni Luh 

Widyasrini, S.Pd., M.Pd. Terungkap beberapa 

fakta terkait kemampuan guru dalam 

menggunakan model pembelajaran inovatif. 

Mreka memaparkan kondisi dimana sebagaian 

bersar guru PPKn belum menguasai model 

pembelajaran inovatif PBL dan PjBl, beberpa 

mengetahui model PBL dan PjBl namun belum 

pasih dalam penerapannyan.  

Guru menghadapi berbagai kendala 

dalam menerapkan Model Pembelajaran 

Problem Based Learning dan Project Based 

Learning. Hasil observasi terhadap aktivitas 

guru dan siswa menunjukkan bahwa terdapat 

beberapa kegiatan yang belum maksimal 

dilakukan oleh guru diantaranya dalam 

perancangan pelaksanaan pembelajaran guru 

kurang memahami dan mengingat langkah- 

langkah pembelajaran sesuai sintak yang ada 

pada model pembelajaran. Sehingga guru kurang 

mampu dalam menstimulus siswa untuk 

menemukan sendiri masalah yang ada pada 

materi pembelajaran, dalam pengawasan kelas 

guru kurang mampu mengarahkan siswa yang 

kurang pintar untuk terlibat aktif dengan 

bekerjasama dalam kelompok, terkendala dalam 

menyediakan alat dan bahan jika diperlukan 

dalam melakukan proyek. Hasil wawancara 

menunjukkan bahwa guru menyatakan kendala 

yang dihadapi guru adalah guru kurang 

menyiasati waktu yang tersedia, guru kurang 

mampu dalam menguasai teknologi, 

pengelolaan dan pengawasan kelas yang tidak 

dapat berjalan dengan maksimal dan 

ketidakaktifannya siswa dalam proses 

pembelajaran. Sehingga, proses penerapan 

model pembelajaran tidak dapat berjalan dengan 

maksimal.  

Tergambar dari perangkat 

pembelajaran yang di buat oleh guru, bahwa 

RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), 

materi bahan ajar, lembar kerja peserta didik 

(LKPD), instrument penilaian belum menujukan 

karakteristik dari penerapan Model 

Pembelajaran Problem Based Learning dan 

Project Based Learning. 
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Hal lain juga sebagai penyebab belum 

maksimalnya implemetasi paradigma baru PKn 

ini karena karakteristik pembelajaran seperti di 

atas juga disebabkan oleh pemahaman guru PKn 

didasarkan atas asumsi tersembunyi bahwa PKn 

adalah suatu pengetahuan yang bisa dipindahkan 

secara utuh dari pikiran guru ke pikiran siswa 

(one way method) sehingga sehingga 

pembeljaran PKn cukup bisa dilakukan dengan 

penerapan model pembelajaran konvensional. 

 

METODE 

Program P2M penerapan IPTEKS ini 

menggunakan pendekatan pemberdayaan 

dengan prinsip partisipasi penuh dari khalayak 

sasaran yakni guru-guru PPKn SMP di Kota 

Singaraja), dengan langkah-langkah yang terdiri 

dari tahap perisapan, pelaksanaan dan 

pendampingan, dan evaluasi. Tahap 

Perencanaan. Kegiatan pada tahap ini meliputi : 

(a) Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, 

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 

Buleleng, Ketua MGMP PPKn di Kabupaten 

Buleleng, (b) menyusun  rencana kegiatan, (c) 

membuat materi pelatihan, dan (d) membuat 

pedoman pendampinagn dan evaluasi kegiatan. 

Tujuan koordinasi adalah membangun 

komitmen, rasa memiliki, dan kesepakatan 

bersama antara Tim P2M dengan peserta 

kegiatan, terkait dengan program yang akan 

dilaksanakan. Materi pelatihan disiapkan oleh 

Tim P2M yang disusun secara praktis dengan 

bahasa yang sederhana sehingga mudah 

dipahami oleh peserta. Pembuatan pedoman 

evaluasi kegiatan bertujuan untuk mengetahui 

capaian kegiatan dan kesesuaiannya dengan 

tujuan kegiatan. 

Tujuan yang hendak dicapai melalui 

pelaksanaan kegiatan ini adalah: untuk 

meningkatkan wawasan dan keterampilan para 

guru-guru dari anggota MGMP PKn SMP 

Kabupaten Buleleng tentang model 

pembelajaran Problem Based Learning dan 

Project Based Learning dalam rangka 

mewujudkan Hakikat, Visi, Misi dan Tujuan 

PKn di Indonesia.  

Secara lebih rinci dapat diuraikan tujuan 

dari program ini adalah untuk meningkatkan 

pemahaman guru-guru anggota MGMP PKn 

SMP Kabupaten Buleleng tentang sintak-sintak 

model pembelajaran Problem Based Learning 

dan Project Based Learning; dan untuk 

meningkatkan keterampilan guru-guru anggota 

MGMP PKn SMP Kabupaten Buleleng tentang 

sintak-sintak model pembelajaran Problem 

Based Learning dan Project Based Learning 

Program ini juga bertujuan untuk 

meningkatkan Pemahaman dan keterampilan 

guru-guru anggota MGMP PKn SMP Kabupaten 

Buleleng menemukan masalah dan 

mengarahkan peserta didik pada masalah yang 

akan diterapkan dengan model pembelajaran 

Problem Based Learning dan Project Based 

Learning; dan untuk Menambah variasi guru 

tentang model pembelajaran inovatif untuk dapat 

menguasai paradigma pembelajaran contextual 

teaching and learning.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan P2M yang dilaksanakan pada 

hari Senin sampai dengan hari Selasa yakni pada 

tanggal 17-184 Juli 2023 bertempat di Ruang 

Seminar Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. 

Pelaksanaan P2M yang telah dirancang 

sebelumnya terlaksana dengan baik. Pelatihan 

Model Pembelajaran Problem Based Learning 

dan Project Based Learning ini melibatkan 10 

Guru PKn sebagai perwakilah dan MGMP PPKn 

di Kabupaten Buleleng dan Dosen Undiksha 

sebagnyak 3 orang, 4 mahasiswa Undiksha, dan 

2 orang pegawai administrasi.  

Bertidak sebagai pemateri dalam sesi ini 

yakni 2 Orang, yakni; I Wayan Budiarta, S.Pd., 

M.Pd dari Prodi PPKn, dan dari MGMP PPKn 

SMP di Babupaten Buleleng yakni Bapak I Putu 

Kusuma Wargana, S.Pd., M.Pd. Materi Pertama 

disampiakan oleh I Wayan Budiarta, S.Pd., M.Pd 

dengan tema  Paradigma Pendidikan 
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Kewarganegaraan Di Indonesi’. Pada 

pemaparan materi pertama ini ditegaskan ahwa 

hakikat PKn dalam paradigma barunya adalah 

sebagai berikut: Pertama, PKn adalah program 

pendidikan yang diberikan pada setiap jenjang 

pendidikan mulai dari tingkat pendidikan dasar 

hingga pendidikan tinggi dalam konteks 

pendidikan formal maupun non-formal di 

Indonesia (sosio-pedagogik). Kedua, PKn 

adalah bidang kajian ilmiah (sosio-akdemik) 

bersifat multidimensi yang mengintegrasikan 

fungsi pendidikan politik dan pemerintahan; 

pendidikan hukum dan norma-noram; 

pendidikan nilai, moral, dan budi pekerti; 

pendidikan ideologi; dan pendidikan sosial pada 

umumnya. Ketiga, PKn adalah program aksi 

sosio-kultural kemasyarakatan yakni sebagai 

pendidikan partisipasi aktif warga negara dalam 

konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara.  

Di sampaikan juga bahwa PKn 

mengemban visi sebagai berikut: Pertama, PKn 

mengemban visi sebagai program pendidikan 

tentang, melalui, dan untuk kewarganegaraan 

(education about, through, and for citizenship). 

Kedua, PKn juga diharapkan dapat menjadi 

wahana pendidikan demokrasi yang mampu 

menciptakan dan mewujudkan belajar 

demokrasi, dalam demokrasi, dan untuk 

demokrasi (learning democrasy, in democrasy, 

and for democrasy) bagi setiap insan warga 

masyarakat dan warga negara. Ketga, visi PKn 

seperti ini diarahkan dalam usaha menciptakan 

dan mewujudkan visinya sebagai pendidikan 

untuk membangun karakter bangsa (nation and 

character building). Hal ini memberikan 

penjelasan kepada kita, bahwa pentingnya PKn 

di Indonesia yakni untuk mewujudkan warga 

negaranya agar mampu “berpikir glogal, 

bertindak lokal, dan komit terhadap bangsa dan 

negaranya (think globally, act locally, and 

commit nationally)” (Somantri, 2001; Aziz 

Wahab, 2001; Winataputra, 2001; Sukadi 2010; 

Aziz Wahab dan Sapriya, 2011).  

Jika hakekat dan visi PKn di atas dapat 

menjadi pedoman nyata dan dapat 

merealisasikan misi dan tugas-tugas PKn, tentu 

tidaklah sulit untuk dapat mewujudkan cita-cita 

dan tujuan PKn sebagai wahana pendidikan 

kewarganegaraan, sebagai wahana pendidikan 

demokrasi, dan sebgai pendidikan karakter 

nagngsa Indonesia. Dalam hal ini, tujuan PKn 

adalah membangun dan memberdayakan warga 

negara yang baik dan cerdas (good and smart 

citizenship), dalam artian: cerdas, beriman dan 

bertaqwa, bermoral dan berbudi pekerti luhur, 

demokratis, bertanggung jawab dan memiliki 

komitmen yang kuat, serta partisipatif dalam 

pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. 

Dalam bahasa pendidikan, PKn adalah wahana 

pendidikan dalam rangka nation and character 

building yang memungkinkan setiap warga 

negara memiliki kecakapan-kecakapan dan 

kompetensi kewarganegaraan yang utuh dan 

powerful; menjadi warga negara yang baik dan 

cerdas (to be smart and good citizenship) yang 

meliputi: civic knowledge, civic disposition, 

civic skills, civic confidence, civic commitment, 

civic competence; yang secara utuh dapat 

digunakan untuk mewujudkan budaya 

kewarganegaraan (civic culture) yang bermoral 

dan bermartabat (humanis, holistik, dan religius) 

(Sukadi, 2010). Menelisik pada fenomena inilah 

program pengabdian ini perlu diadakan yakni 

“Pelatihan Penerapan Model Pembelajaran 

Problem Based Learning dan Project Based 

Learning pada MGMP PKn SMP Kabupaten 

Buleleng dalam Rangka Mewujudkan Hakikat, 

Visi, Misi dan Tujuan PKn di Indonesia” 

Pemateri kedua yakni I Putu Kusuma 

Wardana, S.Pd., M.Pd. Menegaskan tentang 

model pembelajaran Problem Based Learning 

dan Project Based Learning serta bagaimana 

implentasinya di kelas. Problem Based Learning 

diartikan sebagai Pembelajaran Berbasis 

Masalah yaitu jenis model pembelajaran yang 

melibatkan siswa dalam suatu kegiatan (proyek) 

untuk menghasilkan suatu produk. Keterlibatan 

siswa dimulai dari kegiatan merencanakan, 

membuat rancangan, melaksanakan, dan 

melaporkan hasil kegiatan berupa produk dan 

laporan pelaksanaanya. Model Pembelajaran ini 

lebih menekankan pada proses pembelajaran 

jangka panjang, siswa terlibat secara langsung 
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dengan berbagai isu dan persoalan kehidupan 

sehari-hari, belajar bagaimana memahami dan 

menyelesaikan persoalan nyata, bersifat 

interdisipliner, dan melibatkan siswa sebagai 

pelaku utama dalam merancang, melaksanakan 

dan melaporkan hasil kegiatan (student centered).  

Model pembelajaran ini bertujuan 

mendorong siswa untuk belajar melalui berbagai 

permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari 

yang dikaitkan dengan pengetahuan yang telah 

atau akan dipelajarinya. Permasalahan yang 

diajukan pada model Problem Based Learning, 

bukanlah permasalahan “biasa” atau bukan 

sekedar “latihan”. Permasalahan dalam PBL 

menuntut penjelasan atas sebuah fenomena. 

Fokusnya adalah bagaimana siswa 

mengidentifikasi isu pembelajaran dan 

selanjutnya mencarikan alternatif-alternatif 

penyelesaian.  

Kurang maksimalnya pemaparan materi 

dan pelatihan yang dilakukan pada hari Senin, 17 

Juli 2023 maka diperlukan adanya 

pendampingan dalam praktek langsung dalam 

penerapan Model Pembelajaran Problem Based 

Learning dan Project Based Learning. 

Pendampingan akan dilakukan terus sampai para 

peserta cakap dan pasih dalam mengaplikasikan, 

menggunakan Model Pembelajaran Problem 

Based Learning dan Project Based Learning. 

Terutama pendampingan itensip secara tatap 

muka dilakukan pada hari Selasa, 18 Juli 2023. 

Para Guru PPKn SMP di Kab. Buleleng 

mencoba mengaplikasikan Model Pembelajaran 

Problem Based Learning dan Project Based 

Learning. Dalam pendampingan ini Tim 

pelaksana P2M menyediakan ruang kusus dalam 

memecahkan masalah-masalah yang diahadapi, 

kemudian secara intensip mempergunakan 

aplikasi WhatsApp Group didalam memudahkan 

interkasi dan komunikasi anatra guru dan 

narasumber.  

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 

pelaksanaan kegiatan “Pelatihan Penerapan 

Model Pembelajaran Problem Based Learning 

dan Project Based Learning pada MGMP PKn 

SMP Kabupaten Buleleng dalam Rangka 

Mewujudkan Hakikat, Visi, Misi dan Tujuan 

PKn di Indonesia”, tampak bahwa sebagian 

besar peserta pelatihan, khususnya para Guru 

angota dari MGMP PKn  SMP memahami 

pentingnya mengimplentasikan Model 

Pembelajaran  Problem Based Learning dan 

Project Based Learning pada MGMP PKn SMP 

Kabupaten Buleleng dalam Rangka 

Mewujudkan Hakikat, Visi, Misi dan Tujuan 

PKn di Indonesia. Mereka juga memahami 

bahwa mengimplentasikan Model Pembelajaran 

Problem Based Learning dan Project Based 

Learning merupakan representasi dari 

implementasi hakekat dan visi PKn di atas dan 

dapat menjadi pedoman nyata dan dapat 

merealisasikan misi dan tugas-tugas PKn, dan 

apa bila ini dapat dilaksanakan secara konsisten 

tentu saja tidaklah sulit untuk dapat mewujudkan 

cita-cita dan tujuan PKn sebagai wahana 

pendidikan kewarganegaraan, sebagai wahana 

pendidikan demokrasi, dan sebgai pendidikan 

karakter nagngsa Indonesia. Dalam hal ini, 

tujuan PKn adalah membangun dan 

memberdayakan warga negara yang baik dan 

cerdas (good and smart citizenship), dalam artian: 

cerdas, beriman dan bertaqwa, bermoral dan 

berbudi pekerti luhur, demokratis, bertanggung 

jawab dan memiliki komitmen yang kuat, serta 

partisipatif dalam pembangunan masyarakat, 

bangsa, dan negara. Dalam bahasa pendidikan, 

PKn adalah wahana pendidikan dalam rangka 

nation and character building yang 

memungkinkan setiap warga negara memiliki 

kecakapan-kecakapan dan kompetensi 

kewarganegaraan yang utuh dan powerful; 

menjadi warga negara yang baik dan cerdas (to 

be smart and good citizenship) yang meliputi: 

civic knowledge, civic disposition, civic skills, 

civic confidence, civic commitment, civic 

competence; yang secara utuh dapat digunakan 

untuk mewujudkan budaya kewarganegaraan 

(civic culture) yang bermoral dan bermartabat 

(humanis, holistik, dan religius) . 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil  refleksi dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan program P2M ini, dapat 
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disimpulkan bahwa secara keseluruhan 

pelaksanaan kegiatan P2M ini telah berjalan 

sesuai rencana dan telah mencapai target yang 

diharapkan, yakni: Pertama, hasil P2M ini 

berdampak pada meningkatkan wawasan dan 

keterampilan para guru anggota MGMP PKn 

SMP Kabupaten Buleleng tentang pentingnya 

mengimplentasikan Model Pembelajaran  

Problem Based Learning dan Project Based 

Learning dalam Rangka Mewujudkan Hakikat, 

Visi, Misi dan Tujuan PKn di Indonesia. 
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